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Negara Kita. adalah negara berdasar-:. _
__ukaxm ‘yang :dalam . mencapai 0
Eu;guannya banyak mengeiuarkan g
aturan perundang-undangan. Karena
ifa: seharusnyaﬁah ilmu %mkum harus
memberi;. perhatian .yang:seimbang. - 2
Tidak hanya di bidang peradilandan; - =
pemenniahan__,.,m_ei_amkm. jmgas @bl
bidang perundang-undangan baik pa--
da peraturan negara yang sedah jadi- -
maupun perafuran negarayang belum v o
jadi: yaity- yanﬁ akan aiau sedang 3
dibentuk. o -

Pendahuinan

Pembicaraan tentang hukum apa yang akan dibangun di Indonesia me-.-
rupakan pembicaraan Vang tidak henti-hentinya dan setua umur Republik
Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1943, Proklamasi
Kemerdekaan RI tangeal 17°Agustus 1945 mencerminkan kemgman bangsa
Indonesia untuk merealisasikanide bcmegarauya. Namun, dibalik itu sebenar
nyabangsa Indonesia sejak’ tanggai 17 Agustus 1945 telah menyatakan diri®
adanya‘tertib hukum nasional {national legal order) untuk’ mengganukan tertib
hukiim' kolonial.“Arahan‘tertib hukum nasional ini kemudian diwujudkan”
dalani-suatu sistem hukum dasar yang dinamakan Undang—Undang Dasarf' -
1945 {untuk selanjutnya ditulis JUD 1945).

+ Sistémhukum’ dasar vang ada’‘di dalam UUD ‘1945 inilah yang' dlpakal _
untuk mengorganisasikan pandangan bemegara bangsa Indonesia, yangf-"’
meliputi 1. adanya cita’hukum’(rechtsidee) yang menguasm ‘hukum dasar’
tertulis dan hukum dasar tidak ' ‘tertulis; 2."sistem hukum dasar ‘bangsa ‘
Indonesia mehgutamakan hukum dasar’ tertuhs, 3. 0UD mencrlptakan pokok-"
pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 ke dalam pasai—pasainya 4.
UUD 1945 hanya méinuat ‘afuran ‘pokok, dan 5. yang diufamakan adalah”
semangat para penyelenggara negara. Dari uraian ini, maka akan membawa.
pemahaman bahwa perlu adanya penjabaran lebih Tanjut ‘mengenai sistem

hukum dasar ini guna, paiaksanaanya dalam suatu sistem hukum nasional..
g WP by
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- mana yang akan kita bangun? Pertanyaan sematam dan senada denganiinilan
+ yang sampai saat ini masih juga diperbincangkan dan didiskusikan, - -
: h Karena itu, dalain"--tuiisan5in'i-’saj}é’fingih"zﬁéxﬂperbini:ang:k asalah
tersebut dengan mencoba untuk mengakomodasikan beberapa pemikiran yang -
berkembang hingga saat ini. Untuk memperjelas masalah yang akan dikupas
.dalam tulisan ini dan pembatasan-pembatasannya, maka akan dicoba duiu
1 ebih-dahulu mengenai:pengertian pembangunan hukum
aharjo, pengertian pembangunan hukum-itu: memilikis
1ya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang
pengertian pembangunan hukum inimeliputi= 1 moders:
mperbaharui hukum positif sesuai-dengan kebutuhan
1 kat seirama dengan perkembangan ‘masgyarakainya:
i hukum, yaitu memberikan peranan pada hukumuntak

kan perubahan pada masa pembangunan;b e oy
lah dikatakan, bahwa pembangunan hukum nasional”

embangunan tata: hukum nasional sebagai wujud’

sesuai dengan tuntutan pembangunan.: <o s e
1al yang bagaimanakah yang akan kita bentuk merupakan:’
0 dalam tulisan ini. Apabila kita kaitkan dengan judul tulisan’
ng diawali dengan kata-kata “pokok-pokok strategi”, maka pembicaraan
lebih difokuskan pada : bagaimanakah mensiasati pembangunan tata:
hukum nasional dalam garis besarnya,

Tata Hukum Nasional Sebagai Suatu Sistem

... Apakah yang dimaksud dengan sistem? Penjelasan tentang sistem ini per-:
lu agar pengeunaan kata “sistem” ini jangan sampai dianggap hanya mengikuii
mode atau dianggap tanpa pengetahuan arti perkataan yang sebenarnya. Defi- .
nisi _s__istf:njg,:agia_lah.:‘{a,,set_ of objects together with relationship ‘between the.
obj_epits,_ :a__‘m_;! their.attributes”, dengan pengertian bahwa "objects are simply.:
the part.or components of-a system” dan"attributes are properties of the
objects”2, R A T T O P R R
.- Salah satu cara yang baik untuk mengadakan pendekatan mengenai studi
fenomena adalah memusatkan perhatian kepada kualitas sistem. s
Déh?jk_ian__ : jﬁga,-_-hukum sebagai-fenomena sosial, maka pendekatan sistem

merupakan cara.yang baik bagi penelaahannya. . B T
Sépéiiﬁti:dikatakan‘di muka, bahwa sistem itu terdiri atas. komponen -yang
merupakan bagian dari sistem-, bekerja saling interelasi, tentu saja-yang di-
lingkupi oleh suatu batas dan berada dalam suatu ruang iingkup; :Bagian- :

Satjipto Rahrdjo, Hakum Dan Pesubahan Sosial, Cet 11, Alumni, Bandung 1983, h. 231,

hg’_ Pea&d katau _S;g'sg_g'#;', _'i?ufs'ég,_ilm_igi; _Eién' Pgmbéﬁg'uaﬁan Re-




-+ Menurut: awrence M ] :1edman bahwa sistem’ hukum itu ber151kan :
komponen yaiin : 17 k(}mponen struktural (s{rthur hukum}, 2 komponen
-gubstansis {substan51 hukum}, idan 3 komponen sikap publik’ dan' nilai- nilai

.-;-'-baglan dan}sxstemr (komponan) it zergantung pada hakekat dan smtem 1tu : :

(budaya hukum)S ‘Telagh: teatang subsLansz hukum yang-akanlebih: dzdalam' o

_dalamitalisan. benkutnya Farena: le‘mh mendekat: ‘batas-batas masalah
;gbagaimana yang diuraikan.di- muka, ‘sertal substan51 ‘hukum ituisendiri’

-bicara tentang hasil aktuil yang diterbitkan oleh. sistern hakum. Bagmmanakah‘ '

{substansx hukum yang hendak: Kita: bangun dan kembanckan'? Komponé 1

substansi hukum {atay perangkai peraturan perundang-undangan nasmnal)'

-dalam  sistem i thukum -merupakan sistem - dalam “dirinya ‘sendiri,
Halini: dasebabkan adanya beherapa unsur yang perlu dipertanyakan dalam
substama hukum (naszonai), yaitu -antara lain- bagaimanakah validitas ynndls—
nya; sejauh manakah terjadi smkmmsasx hukum serta bagaxmanakah maten
hukum (nasmﬂai}—nya sendiri:T oo vomsd gni e i ot ~
woneDalam pembicaraan: vaixdltas yundis sermgkah ukuran yang' dxgunakan
wntuk itu adalah.dengan’ meﬂggunakan Stufentheorie dari Hans Kelsen. Me-
murut. teori-ini dikatakan, bahwa‘untuk memahami peraturan hukum. yang
‘berlaku pada suatw negara, sebagaiberikut o1, peraturan hukum itu tersusun
dalam suatu. hmrarch;e dari atas ke bawah (prmszp pertingkatan), 2, peraturan
:hukum yvanglebihaias. tingkatannya berisi ketentuan .vang bersifat tmum dan
abstrak, sertamakin ke bawah tingkatnnya akan semakin bersifat konkrit dan
:makm sempit daya-generalisasinya,-3..peraturan hukum yang paling’ tmggl
{tertinggi) tingkatannya: disebut Grundnorm (norma dasar), dan'4; valid {sah)
atau-tidaknya ‘suatu peraturan hukum-ditentukan dengan peratiran hukum
yang lebih tinggi tingkatannya atau tidak; jadi peraturan hukum itu dikatakan
valid {sah) kalautidak bértentangan-dengan atau d;iandasz berlakunya dengan
peraturan hukum yang:lebih tinggi tingkainnya, | s
Prinsip-akademik dalam ilmu hokum yang. dlketengahkan oieh Hans Kelsera
inilah yang-mengkukuhkanKetetapan MPRS Nomor : XX /MPRS/1066, vang
diantaranya mengatur tentang tertibfata hukum Indonesia serta’ menetapkan
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Namun, di sini periu
diingatkan, bahwa Ketétapan MPRS Nomor': XX/MPRS/ 1%6 itu'bukanlah

naskah akadeinik, melainkan-merupakan keputusan politik vang melandasi

gerak Orde Baru untuk melaksanakan Panc:asﬁa dan Um) 1945 secara: murm
dan konsekuend, i

~Dalam era Orde Baru sekarang ini: dz mana. klta teiah berada pada tahap
?eizta -V, maka lazimnya pembangunan hukum di Indonesia i juga dikaitkan
dengan kerangka landasan pembangunan-hukum. Kerangka landasan pem-

3Lawrence M. Friedman, "On Legal Development?, Ruotgers Law Review, 1969 h. 27 - 30 di-
terjemahkan vleh Rochmadi Djoko Scemadio, “Budaya Hukum”, P3SHP ~ Unair, 1977, h. 25
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bangunan hukum diartikan sebagai “langkah-langkah strategis yang harus kita
ambil agar untuk selanjuinya pembangunan hukum benar-benar thembentuk
suatu sistem hukum: nasional dan:tidak merupakan gabungan darz pelbagm
sxstem hukum yang tidak-bersumber pada Pancasiia”s. :
Jadi sistemhukum nasional yang akan dibentuk adalah sistem- hukum Panca—
sila::Sebagai konsekuenm dari;menempatkan Pancasila sebagai 'sumber dari
segala sumber hukum :ataupun Staatsfundamentalnorm, maka kita tidak meng-
- hendaki dan:tidak-membenatkan adanya peratutran hukum di negara kita yang
tidak sesuai:dengan Pancasila. Sistem hukum:Pancasila vang dibangun den-
gan Wawasan ;ntegrai;suk sebagaxmana konsep yang dikehendaki o}eh
Soepomo. .. .-i
Beriakunya hukum dl masyarakat pahng tldak dxkembahkan pada sedikit-
-sedikltnya 4 faktor yang meliputi : I -peraturan hukumnya sendiri, 2 ‘aparat
penegak hukumnya, 3. fasilitas dan sarana penunjangnya, dan 4. warga ma-
syarakat yang dikenai.peraturan hukum itu, termasuk kesadaran hukum ma-
syarakatnya. Apabila kita tinjau faktor pertama, faktor peraturan hukum-
‘nya,maka beberapa persyaratan yang perlu kita perhatikan, yaitu mengenai
apakah peraturan hukum ite sudah sistematis, -apakah-secara kualitatif dan
kuantitatif sudah enkup mengatur bidang kehidupan hukumtertentu, apakah
peraturan hukum itu telah ditetapkan sesuai déngan persyaratan yuridis, ser-
ta apakah peraturan hukum yang ada itu sudah cukup sinkrons. P
Pertanyaan yang {erakhir inilah yang perlu mendapat perhatian, sebab
apabila terjadi "ketidaksinkronan” akan berakibat timbulnya keragu-raguan
bagi warga masyarakat-uniuk taat pada hukum karena dianggaptidak adanya
kepastian hukum. Padahal kepastian hukum ity merupakan salah satu tujuan
hukum, yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban. Ketertiban itu sendiri
merupakan suatu conditio sine qua non bagi kehidupan masyarakat. Yang
dimaksud dengan sinkronisasi hukuim adalah tidak adanya pertentangan peng-
aturan suatn bidang kehidupan hukumitertentu baik secara hierarchi- maupun
secara horizontal diantara peraturan hukum yang berlaku. Jadi, sebenarnya
adanya sinkronisasi hukum dalam suatu tata hukum nasional menandakan
beriakunya suatu sistem, yaitu sistem hukum nasxona! E -

qumda;zg-madangan ;Sebagaa,-_lnstmmen _Keifbljakan_ )

#:Suatu ciri khas dari negara modern dewasa ini adalah melakukan tindak:
an sosial dengan menggunakan sarana perundang-undangan oleli'pemerintah-
nya. Dalam keadaan yang demikian, maka setiap kebijakan yang akan diam-
bil -oleh pemerintah tentu dilaksanakan melalui pembentukan perundang-

undangan. Tanpa mekanisme yang demikian ini kesahan tindakan pemerintah -

untuk melaksanakan tugasl-tugas yang-diembannya patut dlpertanyakan Ja-

Slbid,. k. 11 - 12

6Is;maenl Sateh ”Budaya Hukum Dan Pembangunan Nas:onai" Vana i‘emﬂdsn, No 36 Th. II
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ketentuan yang ada pada suatu undang—undang perlu dlbentuk peraturan hu~
kum lainnya baik yang setzngkat kedudukannya maupun berkedudukan di

%awahnya sebagal pexaturan peiaksanaannya mlsalnya peraturan pemenn-

peia_ 'anaannya dalém jéﬁgka wakiu yang reianf lama dahltung dan mula:

N.E. Algra et. al., Mula Hukum,'.Cet 1, ‘Binacipta, Bandung, 1983, h. 37, . .ouics
likat-juga Satjipto Rahardjo, Hlmun Hukem, Alumni; Bandung, 1982, h. 127.

Stndang-indang 31 i 'ni Yerartl uirdang-undang dalam arii formil, merupakn salahisatu bentuk

dari peraturan perundangn (UU-dalam arti materiif). - N I IRt L EE F S ARRTE

9Beberapa undang-vidang 4t negara kita yang telah ditetapkan bahkan menggunakan pemimaaj:
"undang-undang pokok”.

10T, Mulya’ Lubis, ”Pehnk Huknm D; Duma is.cuga Stum Kasus Inuonesm ?mma, No 7_
T AGE Y A
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berla cunya undang—undang yang, bersangkutan bahkan baru dibentuk kalan
bul kasus’ yang memerlukan penanganan dengan menggunakan per-
Iaksanaan il

reunan Hukiim' salah satunya adalsh program legislatif nasional. Pro-
gram 1egzsiatzf nasional ini mehpun pembentukan perangkat tata hukum sek-
toral f‘*-Perangkat tata huﬁ‘&um pokok 1m menetapkau hak dan kewajlban

pldana'dari hukum pldana, seria hukum pokok ini dimuat dalam bentuk kltab
undang«undang atau kod:ﬁkasa hukum Perangkat tata hukum pokok 1m
tata hukum pokok ini akan menetapkan bagaimana mengatur prmmp prmmp
hid dan kehldupan dalam sudtu negara.
Sedangkan perangkat tata hukum sektoral akan mengatur kehidupan sekioral
berdasarkan aspek—aspek kehxdupan menusia, seperti misalnva ekonomi,
pendxdikan, industri, sosial, pertaman lmgkungan dan lain-lainnya. Sistem
tata hukum nasional yang akan dibentuk tentu Harus utuh dan konsisten. Oleh
karenaitu, perlunya kons;stensx antara perangkat tata hukum pokok dan
perangkat iata hukum sektoral.

’ Perangkat tata hukiim pokok nasional yang baru kita miliki adalah Katab
Undang—undang Hukum Acara Pldana (KUHP) yang mengganmkan Het Her~
z1ene Inlands Reglement (HIR), sedangkan kodxﬁkasx hukum tata hukum

berapa perangkat tata hukum sektoral yang dlwarlsl dan ‘masa lalu dan tidak
up to date’ umuk masa kini tentu diperlukan kegla{an pembaharuan hukum-
nya. Sudah semesnnya kaiau kegxatan pembaruan hukum itu merupakan sa]ah-
satu program yang utama dafam program Ieglsiatlf nasional. )
Suatu tugas yang berat karena jadwal untuk merampungkan pembentukan
tata hukum nasional dalam program Iegxsianf nasional adalah tahu terakhir
Pelita TV dan keseluruhan Repehta V. Oleh karena itu, ‘sebelum tahan "tinggal
landas” pada Repehta Vi dlharapkan klta memiliki suata tata hukum nasional
baru Untuk' mewujudkan hal tersebut bukanlah tanpa kendala. Untuk meng~
atasi hal ini, Teuku Mohammad Radhie memperkenalkan adanya ’law center’
dan perlunya mempersmpkan tenaga ‘legal drafrer/1l,

Ide 'law center’ ini merupakan-usaha untuk menangam pemusatan pem-
binaan hukurm nasional, sehingga akan terjamin adanya peraturan perundang-
undangan yang merupakan satu kesatuan sistem.-Pembentukan semacam 'law
center” ini tidak bermaksud untuk meniadakan keterlibatan dan wewenang

HTeukn Mohammada Radhie, "Masalah, Pembaharuan Hukum Di fndonesia”, Yuridika, Ma-
;a]a.h Faku!tas Hukum Universitas ‘Airfangga, No. 4 Th, 1II, Agusius - Sentembear 1088 b 707
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berbagai instansi dalam proses pembuatan perundang-undangan, Bagaimana-
pun juga instansi yang bersangkutan itu merupakan unsur yang ntama dalam
proses perancangan peraturan perundang-undangan dari sejak penetapan ke-.
bijakan; perancangannya, serta pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat.
Menurut Teuku Mohammad Radhie, badan semacam ini bertugas mengkoordi-
nasikan perancangan program legislatif nasional yang merupakan kompilasi

darijprogram-program legislatif departemen-departemen maupun lembaga-

lembaga pemermtah non:departemen’ Di samping itu, mempunyai tugas untuk:
mempersiapkan. rancangan peraturan perundang-undangan sampai tunias, ke-.
mudian setelah ditinjau-aspek administrasinya-oleh Sekretariat Kabinet/. Sekreng :
taris Negara disampaikan kepada Presiden dan apabila disetujui akan diterus: _
kan pada pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Lebih lanjut dikatakan -
oleh beliau, bahwa “law center  merupakan suatu badan yang berdiri sendiri
dan berada langsung di bawah kepala eksekunf tetapl tldak masuk dalam.
suatu departemenierteniul?.: iy
. Perlunya 'legal drafter!: karena perancang ;}eraturan perundang-undangan
itu. sangat: penting jperanannya-dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan,.‘dan- di-sisi: lain adanya“-kenyataan bahwa seorang vang'telah:
menvandang predika: Sarjana Hukam tidak dengan sendirinya mempunyai
kemampuan dan keahlian untuk merancang peraturan perundang-undangan:
Pekerjaan perancangan peraturan perundang-undangan merupakan pekerjaan
vang  sangat »kompleks. Maksudnya, fenaga perancang itu . fidak: hanya:
menguasal materi hukum, metode, danteknik perancangan dan penyusunan
peraturan, tetapi juga harus menguasai dan memahami kebijakan yang mela-
tarbelakangi'‘pembuatan peraturan bahkan masalah-masalah lain di luar bidang
yang digarap serta -dampak sosial-ekonominya bagi kehiddpan masyarakat.
Jadi kemampuan seorang “legal drafter’ harus melebihi apayang diperolehnya.
di bangku kulizh {pergurian tinggi). Gleh karena itn, menurut Teuku Mcham-
mad Radhie perlulah dikembangkan cabang lain dan profesi hukum yaitn pro-.
fesi perancang peraturan perandang-undangan, dan tenaga profesi di bidang:
ini belum-ada. Kalau pun ada beberapa orang karena hasil usaha sendiri dan
tempaan pmkteku e - C e e

Pembentukan Pemiamn _?éruﬁ_&aﬁgaﬁ

Femlklran hukum modern yang berkenaan dengan fungs; hukum adalah_
teori yang diperkenalkan oleh Roscoe Pound,. yaitu "law.as a tool of. soc:lai
engineering”. Di dalam pembicaraan ilmu hukum dikenal adanya 2 istilah yang,
berbeda amnya tetapi di antara kedua istilah itu tidak dapat dlp;sahkan satu
dengan lainnya, yaitu "tujuan hukum” dan ”i"ung31 hukum” Apabila kita ber»f

12 B
Ibld h 202
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266 Hukwn dan Pembangunan

bicara-tentang “tujuan hukum”; maka yang dlbacarakan adalah c:ta hukum
yvang:'hendak dicapai-(aspek statikanya).: o
Sedangkan-untuk “fungsi hukum"” maka yang dibicarakan adalah bagalmana~
kah-bekerjanya hukum (aktifitasnya) dalam: masyarakat untuk mencapal tum-
an hukum:tersebut (aspek-dinamikanya). ;

-Bagaimanakah sebenarnya tujuan hukum itu?. Apabﬂa hendak dzrekdu31~
_ kan padaisatu-halsaia, maka tujuan pokok-(prinier) hukum adalah ketertiban
(orde) Ketertiban-adalah tujuan pokok dan utama; merupakan syarat pokok
{fundamentalj bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur; merupakan
suatufakta:ebyektif yang berlaku bagi segaia masyarakat manusia dalam sega}a
bentuknyals, -

Dengan: demikian, apa‘oﬂa tu;uan hukum adaiah ketemban maka: aspek
dinamikanya {fungsi hukum) diarahkan pada fungsi hukum sebagai kontrél
sosial-(social control). Di lain pihak orang berbicara juga tentang fungsi hukum
sebagai sarana perubahan sosial atau sebagai "iool of social engineering” se-
bagaimana- konsep yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Dengan me-
ngetengahkan konsepsi tersebut-Roscoe Pound menempatkan hukum sebagai
sarana untuk membangun struktur masyarakat yang tujuannya adalah untuk
memberikan kepuasan maksxmum kepada masyarakat dengan pengorbanan
minimum. ; hoet S
Fungsi hukum sebagal sarana perubahan sosial itu akan berpasangan dengan
tujuan hukum (aspek statikanya) yang lain. Tujuan hukum yang lain diper-
kenalkan di sini adalah pencapaian peningkatan kualitas hidup manusia. Tuju-
an tersebut merupakan {ujuan yang sekunder setelah tujuan yang primer -yaitu
kerertiban- telah mencapai. Kalau suatu masyarakat sudah hidup dalam suasa-
nayangtertib dan tenteram, maka sudah barang tentu masyarkat tersebut
menginginkan adanya peningkatan kualitas hidupnya. Tujnan hidup vang
demikian ini merupakan akibat logis dari kehidupan kelompok manusia vang
dinamakan masyarakat. Tentu situasi dan keadaan yang demikian itu tidak
akan lepas dasri jangkauan hukum, sebab apabila tanpa adanya pengaturan
oleh hukum dapat dibayangkan masyarakat akan berkembang tanpa arah se-
bagaimana yang digambarkan oleh Thomas Hobbes sebagai “homo homini
Inpus”.

Kalau hal ini terjadi tentu akan berakibat runtuhnya ketertiban masyarakat;:
sehingga tujuan hukum yang primer tidak tercapai.

Penggunaan konsep “law as a tool of social engineering” dari Roscoe
Pound dalam kerangka pembangunan hukum di Indonesia tentu harus di-
sesuaikan dengan situasi dan kondisi kehidupan hukum Indonesia. Hal ini
dlsebabkan pembentukan hukum di Indonesia vang menonjol melalulj
perundang—undangan dan tentu sangat berbeda dengan kehidupan hukum di’
Amerika asal konsepsi tersebut yang menonjol adalah yurisprudensi. Teknik
utama untuk melaksanakan pembaruan hukum adalah perundang-undangan.

#Mochtar Kusumaatmadia, Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembagunan Nasie:#a;,
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Di dalam kerangka pembangunan hukum ini, kita dihadapkan, :pada
pemilihan-pemilihan.

Pemilihan-pemilihan ini tidak dapat. djhir;dar1 tertutama dxsebabkan oleh struk-
Sl kehxdupan 5031a1 kita’ sendm tidak lagi'pada tata nilai yang padu Qleh
karena Itu, pembaruan hukum'melalul perundang—undangan maka kit

“diaturoleh hukum merupakan masalah-masalah yang bertahan den gan masya—
rakat dan bersifat “nétral” daripada masalah-miasalah’ yang berkaitan dengan
kehidupan pribadi dan bersifat "spiritual”.

Pembaruan hukum melalni perundang-undangan demikian ini tentu perla
sangat diperhatikan nilai-nilai dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hubungan ini, Eugen Ehrlich, pelopor dari aliran Sosiclogical Juris

prudence, mengetengahkan konsepsinya tentang hukum yaitu konsep ”hvmg

law”. Hukum z}osmf yang ba;k amnya berlaku efektzf kalau hu um

¢ terdapat pacia hukuﬁ; '.S}ang'._ 1dup dalam masyarakat Apa yang: dxkem akan
oleh Eugen Ehrich tersebut tidak lain merupakan pesan unitukpembuat
undang-undang, bahwg daian; menbuat undangnundang qhharapkan hendak—

entuk hukum adalah mward 1ookmg ataupun ada-
; rang dekat dengan cita rasa keadilan rakyat yang oieh Phi-
B hppe Nanet dan Philip Selznick disebut sebagai.’ responsive law’ 16,

N dalam flmu hukum, pembuatan hukum yang dilakukan secara. sengaja
; ole mbaga atau badan yang berwenang untuk it merupakan sumber hukum
. yang utama: Kegiatan dari badan atau. iembaga terscbut dimaksudkan sebagai
“kegiatan perundang-undangan yang' ‘tidak  diragukan - lagi- kesahannya :
- Perundang-undangan yang dibentuk itu menghasilkan peraturan yang memiliki
© ciri-ciri sebagai berikut: 1. bersifat umum, 2. bersifat universal, artinya dicipta-"

¢ kan uniuk menghadam peristiwa vang akan datang yang belum Jjelas bentuk
- tkonkritnya, dan 3. memiliki kekuatan untuk mengoreks: dan memperba;kl
’ "'dlrmya senchrl ka” na lazamnya mencantumkan’klasula kemungkman' d;laku—'

‘bagi pembentuk ﬁhdangwundang

¢ 13pfochtar Kusumaatmaci;a, Hukuom, Masya?akat Dan Pem?smaan Hukum Nasmnal Bmamp-
L, ta, Bandung 1986 h 14 v :
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268 Hukum dan Pembangunan

“Penutip

f.jh'atas maka dapatlah das;mpuikan bahwa 1. pembangunan

i'f 1g51 hukum sebaga;:s‘ _ an pertibahan so_sml berarti harus dlsertaa dengan
,oimk hukum yang beror' asi pada masyarakat
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